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PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDES
PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Meysi Arniza

Kata Kunei:'Peran, Pengembangan, BUMDes

Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pulau Komang Sentajo.
Dalam menjalankan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, maka dari itu harus dilakukan secara optimal dan maksimal agar
dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. BUMDes Pulau
Komang ini sekarang dalam tahap berkembang. Tipe penelitian deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.
Adapun yang menjadi key informan adalah Kepala Desa Pulau Komang Sentajo,
sedangkan yang menjadi informan adalah Sekretaris Desa, Bendahara BUMDes
dan serta masyarakat. Hasil dari penelitian diketahui bahwa, Peran Pemerintah
Desa sebagai Regulator adalah belum efektifnya pemerintah dalam membuat dan
menentukan kebijakan dalam-pembentukan BUMDesa pulau komang sentajo .
Peran Pemerintah Desa sebagal Dinamisator adalah minimnya peran pemerintah
dalam menggerakan partisipasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam
penggembangan BUMDesa. Pemberian. bimbingan khusus kepada pengurus
BUMDesa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengelola BUMDesa
dan atau dalam pengelolaan usaha BUMDesa, Pemerintan Desa mendatangkan
pembimbing dari PT. agrosid.untuk membibing pengurus bumdesa dalam
mengelola budidaya bawang merah/cabe merah. Peran Pemerintah Desa sebagai
Fasilitator adalah sebagai penyedia modal usaha BUMDesa, memfasilitasi
kegiatan pendidikan dan atau pelatihan yang diikuti pengurus BUMDesa ataupun
peserta didikan dan latihan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE
DEVELOPMENT OF BUMDES KOMANG SENTAJO ISLAND, SENTAJO
RAYA DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

omang Island

BUMDes :‘ﬁ ‘ e of qualitative
descriptive 'rese da . : Jjh observation and
interviews. The orma re the Vil u Komang Sentajo,

while the i
community. ge government
e in making and
nd of Komang
minimal role of
articipate in the
)es administrators
anaging BUMDes

’T. agrosid to guide

wenhs

c
£35s
<y ‘.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |

PENDAHULUAN

indonesia itu dibagi atas daerah — daerah provinsi dan daerah provinsi ini dibagi

atas daerah kabupaten dan kota yang masing - masingnya mempunyai

pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Pemerintah Daerah yang dimaksudkan diatas adalah penyelenggara urusan

Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas —



luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi ini dibagi
lagi atas Daerah Kabupaten/Kota. Unsur penyelenggara Pemerintah Derah ada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),.Gubernur, Bupati atau Wali Kota.
Dan perangkat Daerah ini dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan. Remerintahan, sPemerintah Daerah menggunakan
asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi yang dimaksud adalah
Desentralsasi,  Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sebagai mana yang
dimaksudkan _Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh
Pemerintah  pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Dekonsentrasi. adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu dan atau kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota sebagail penanggung jawab urusana Pemerintahan umum. Tugas
Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan.yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pemerintahan Pusat.atau" dari. Pemerintan Daerah Provinsi kepada
daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan daerah yang dimaksud diatas yaitu ada urusan
pemerintahan wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan

wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
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Daerah. Sedengkan Urusan pemerintah pilihan adalah urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan wajib yaitu :

"Q‘

Urusan Pemerintah P

a.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h.

Untuk lebih mendekatkan Pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih

\sﬁ"

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan sumberdaya mineral
Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas
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maka dalam sebuah Kabupaten/Kota dapat dibentuk suatu Desa. Hal tersebut
sebagaimana dijelaskan dalam Undang — Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang berbunyi “dalam

Daerah Kabupa ¢ dibentuk De dimaksud memiliki
b 1TSS L '@%
Sy ﬁ /

&

bentuk Peraturan Pemerintah, namun pada tahun 2014 Pemerintah menetapkan
Undang — undang nomor 6 Tahun 2014 yang menguatkan posisi desa sebagai
Daerah otonom. Pada  Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian,

disebutkan juga bahwa Pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau bisa disebut juga



dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau juga disebut dengan

nama lain. Kepala Desa ini mempunyai Hak, kewajiban dan wewenang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun

2009 Tugas, wewenang dan fungsi Pemerintah-Desa adalahsebagai berikut :

1. Tugas, wewenang dan fungsi Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai tugas

2.

menyelenggarakan grusan’, = pemerintahan, pembangunan  dan

kemasyarakatan.” Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai

wewenang :

a.

Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

Mengajukan  rancangan  peraturan Desa bersama  Badan
Permusyawaratan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa
Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa

Membina kehidupan masyarakat Desa

Membina perekonomian Desa

Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya

Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa
yang bersangkutan

Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai Fungsi

a.

b.

C.
d.

Menggerakan kegiatan dalam rangka penyelengaraan urusan
Pemerintahan di Desa

Menggerakan  pelaksanaan ~ pembangunan, pembinaan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa

Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
Menciptakan suasan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tugas, dan fungsi Sekretaris Desa, sekretaris bertugas membantu Kepala

Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta



3. pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi
penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat

b. Pelaksanaan - administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, dibidang administrasi
Pemerintahan, pembangunan, danskemasyarakatan pelaksanaan tugas
dan fungsi_Kepala Desa apabila Kepala, Desa berhalangan sesuali
dengan ketentuan yang berlaku

4. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan
tugasnya sesuai bidang administrasi, - kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam _melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Desa memalui Sekretaris Desa

5. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu

Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu. 1\Kepala Seksi mempunyai tugas

menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Seksi mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
sesuai dengan bidang  Pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang Pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya



c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris Desa
6. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala

Desa. Kepala Dusun melaksanakan tugas:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
diwilah kerjanya

b. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa

c.. Membina danimeningkatan swadaya dans peranserta masyarakat dan
budaya kegotong royongan

d. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program Pemerintah
Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah diwilayah kerjanya

e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur
sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi
sosial yang mempunyai posisi;yang sangat penting.

Pembangunan diderah pada umumnya diarahkan dari desa ke kota, dengan
maksud agar terciptanya pemerataan yang meningkat pada bidang pembangunan
di seluruh wilayah, dan meciptakan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu
Kontribusi ekonomi Desa sangat berperan untuk kemajuan ekonomi di daerah
kabupaten/kota tersebut.(Rohim,2018).

Pemerintah Desa mempunyai peran untuk meningkatkan swadaya masyarakat
dengan memalui penyaluran aspirasi, dan keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk

mewujudkan itu adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan



badan usaha milik desa ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat,
pemerintah Desa sebagai pihak utama didalam ruang lingkup desa mempunyai
peran dan perannya itu adalah tugas utama mereka untuk menciptakan kestabilan
hidup masyarakatnya, pemerintah_desa dan.masyarakat harus saling terlibat satu
sama lain, demi terciptanya pembangunan yang berdedikasi pada kemakmuran.

Dalam Peraturan Pemerintah-Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 Yang
dimaksud Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Hukum yang didirikan oleh Desa
atau bersama Desa — Desa guna untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan
atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar — besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Usaha yang dimaksud ini bisa berupa usaha.di bidang ekonomi
dan atau pelayanan umum. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sangat penting
untuk mendoreng perekonomian Desa, yang mana dana-dana yang diturunkan
oleh pusat dapat dimanfaatkan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi
melalui Badan Usaha Milik Desa ini.

Dengan adanya Badan usaha milik Desa tentunya akan dapat meningkatkan
pendapatan asli desa, perekonomian desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa
dan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa
sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan dengan semangat kekeluargaan
dan kegotongroyongan dengan prinsip :

Profesional
Terbuka dan bertanggung jawab

Partisipatif
Prioritas sumber daya lokal

NS
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5. Berkelanjutan
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu hal yang

bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan oleh forum Musyawarah Desa

ahun. Seluruh atau

=

N NANNE

7]
v
/.
’ -
@6 prinsip transparan,

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari pada kebutuhan dan potensi desa.
Badan Usaha Milik Desa yang bertahan adalah yang mampu memberikan dan
memenuhi kebutuhan masyarakat desa seiring perubahan zaman (Rohim,2018).

Pembentukan badan usaha milik desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
desa, badan usaha milik desa memberikan kontribusi penting untuk memulai

langkah dalam memberikan ekspansi pada desa itu sendiri.



Badan usaha milik desa secara teknis adalah yang menaungi sektor
perekonomian masyarakat atau dengan kata lain adalah usaha yang dikelola oleh
masyrakat yang kemudian masyarakat itu sendirilah yang akan menikmati
hasilnya karena_merekalah yang. berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan
badan usaha milik desa ini. Badan usaha milik desa dibentuk oleh pemerintah
desa adalah sebagai peningkatan: keuangan .desa yang kemudian nanti akibat
peningkatan keuangan desa ini akan menjadikan desa yang maju, mandiri, dan
makmur dan pastinya itu membutuhkan dedikasi yang besar. Berorientasi pada
keuntungan adalah sifat dari badan usaha milik desa sedangkan bagaimana
mengelola usahanya membutuhkan sifat yang jujur, keterbukaan, pastisipasi dan
berkeadilan.

Riau yang merupakan salah satu daerah Provinsi yang ada di indonesia
dengan 10 Kabupaten dan 2-Kota yang terdiri dari, Kabupaten Kuantan Singingi,
Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu,
Rokan Hilir, kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Salah satu Kabupaten yang ada di Riau ini yaitu Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Kuantan .Singingi .dibagi menjadi 15 Kecamatan, 11
Kelurahan dan 218 Desa. Di Wilayah Kabupten dipimpin oleh Bupati, diwilayah
Kecamatan dipimpin oleh Camat, di Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan di
Kelurahan dipimpin Oleh Lurah.

Dan disalah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ada
Kecamatan Sentajo raya. Di Kecamatan Sentajo Raya ini terdapat 14 desa yaitu

Desa Pulau Komang Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Baru



Sentajo, Pulau Kopung Sentajo, Teratak Air Hitam, Parit Teratak Air Hitam,
Jalur Patah, Geringing Baru, Marsawa, Langsat Hulu, Muara Langsat, dan
Geringging Jaya.

Tabel 1.1 : Daftar BUMDes yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.

No | Nama Bumdesa Desa

1 Bumdesa Telaga Jernih Pulau Komang | Pulau Komang
Sentajo Sentajo

2 Bumdesa Murdas Muoaro Sentajo Muaro-Sentajo

3 Bumdesa Permata Kampung Baru | Kampung Baru
Sentajo Sentajo

4 Bumdesa Geringging Mulya | Geringging Baru
Geringging Baru

5 Bumdesa Bimajaya Geringging Jaya Geringging Jaya
6 Bumdesa Seroja Marsawa Marsawa
7 Bumdesa Gemilang Langsat Hulu Langsat Hulu

8 Bumdesa Berkah Abadi Muara Langsat | Muara Langsat
Sumber: bumdes.kemendesa.go.id

Di Desa Pulau Komang Sentajo mempunyai Badan Usaha Milik Desa yang
bergerak dibidang:
1. Budidaya bawang merah dan budidaya cabe
2. Unit usaha Jasa penyewaan tenda
Nama Badan Usaha Milik Desa ini adalah Telaga Jernih yang dibentuk pada
akhir tahun 2018, namun budidaya bawang merah saat ini telah dihentikan karena
sulitnya didalam pemasaran, dan sekarang hanya begerak di bidang budidaya cabe
dan unit Jasa penyewaan tenda. Pekerja untuk usaha budidaya cabe lebih kurang

ada 50 orang pekerja, Dan pekerja ini akan diupah 100.000 ribu
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dengan sistem hitungan Hari Orang Kerja (HOK). Berikut penulis rincikan
penyertaan modal BUMDesa Telaga Jernih pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih yang
ep‘dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi

%

A *op
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-
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Sumber :

Tabel 1.3

Rincian
embiayaan/
anggaran
122.000.000
85.000.000

|

uil\%tilt
IS

Tabel 1.4 : Pendapatan Bumdesa Telaga Jernih pada tahun 2020

No | Unit Usaha Pendapatan

1 | Bawang merah 800kg Rp.15.300.000
2 | Cabe merah 1037kg Rp.18.500.000
3 | Jasa pentewaan tenda Rp. 2.000.000

Sumber : Kantor Desa Pulau Komang Sentajo
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Dari hasil pengamatan penulis adanya penyebab dari permasalahan mengenai
Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Badan Usaha Milik

Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yaitu belum terselenggara

h masalah mengenai

.

ang dikelola ini

au Komang

pengembangan Bada _ ang Sentajo Kecamatan
Sentajo Raya.
Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang diatas maka rumusan maslahnya
yaitu “bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Badan

Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan

Usaha Milik

pihak pemerintah

Usaha Milik Desa.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR
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Pemerintahan
arti fungsi ini

merangk gkap kumpulan

P eRnRARNRe

2 3
N

kesatuan institusi. (Susilo

tujuan negara. Dan yang dimaksud pemerintahan yaitu seluruh aktivitas
badan publik atau lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk

mencapai tujuan negara.(Astomo, 2014)
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Menurut Bagir Manan, Pemerintah yaitu keseluruhan bidang jabatan
dalam organisasi, sedangkan pemerintahan sebagai bidang jabatan adalah

alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan

bidang yudikatif dan legislatif, segala urusan yang dilakukan untuk
menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Pemerintah berorientasi pada kekuasaan dan disebut sebagi objek
material negara, namun sekarang ini pemerintah lebih dipandang sebagi objek

material masyarakat, karena diartikan sebagai manajemen yang mengatur

kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Pemerintah sebagi oknum
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yang dipercai masyarakat yang akan dapat mampu membantu mereka dalam

mengurus urusan yang tidak mampu mereka urusi. Karena sebagai aktor

mereka pasti mempunyai ilmu, pengetahuan, keterampilan, pendidikan yang

jasa publik yang tidak dapat diswastanisasikan, seperti jasa
pertahanan kemanan, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

2. fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.
sebagai provider kebutuhan dan tuntutan. Barang dan jasa yang

tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak
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berdaya.seperti penyediaan dan pembangunan sarana dan
prasarana.

Pemerintah dengan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda,

ang  mengatur  dan

gislatif dan

fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik. semua
warganegara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan
pemerintah. Semua kebijakan publik dipandang berhubungan dengan
kepentingan umum. Pemerintah memiliki peranan penting dan menenrukan

dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat.
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b. Urusan Pemerintahan
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan

asal 2 ayat 2
ti politik luar

nasional, serta

007 pasal 2 ayat 4

O N~ WDNE

9.

10.kependudukan dan cata

11.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

12.keluarga berencana dan keluarga sejahtera

13.sosial.

14 .ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

15.koperasi dan usaha kecil dan menengah

16.penanaman modal

17.kebudayaan dan pariwisata

18.kepemudaan dan olah raga

19.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

20.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

21.pemberdayaan masyarakat dan desa
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22 statistik

23.kearsipan

24.Perpustakaan

25.Komunikasi dan informatika
26.Pertanian dan ketahanan pangan

N

dengan ka d annya kepada

unit — unit susunan dan
bentuk dae erntah pusat,

walaupun merintah pusat

R AR NN AN
naeaEy

ﬁ“i‘\ ,
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dapat menge

Tata ke
tepercaya d
lembaga pe

kepercayaan pub

<
=
c
S
=
c
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S

Q
c
=
c
w

urusan pemerintahan i angar ianati kepercayaan publik

ga\\m‘»

dengan ego. Pemerintah dan bekerjasama dalam membangun
negara. Pemerintah sebagai pihak utama dalam menjalankan roda pemerintahan
harus mampu dan mau menampung semua aspirasi masyarakat. Jangan bersikap
khianat, setela dipilih lupa akan visi dan misi yang disampaikan didepan

masyarakat. Namun kenapa sekarang banyak terdengar hukum tumpul keatas

tajam kebawah? Jika persepsi ini salah, peran pemerintah adalah memberikan
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steatment atau penjelasan yang cakap kepada masyarakat, dan buktikan persepsi
itu salah.

Masyarakat menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada pemerintah.

2014 Pemerintah

%\\%\‘a\‘\‘%‘

2 V2 s

Daerah dan Dewan
Perwakil luasnya dalam
system da

intahan Daerah

d. Keterukaan.
e. Proposionalitas.
f. Profesionalitas.
g. Akuntabilitas.
h. Efesiensi.

i. Efektivitas.

j. Keadilan.

Kriteria kewenangan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
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c. Urusan Pemerintahan yang manfaat aatau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien
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pelaksanaan urusan pemerintahan dengan menyebelahkan hak dan peran
pemerintah daerah untuk terlibat dan mandiri dalam memperjuangkan dan
mengelola kepentingan daerah adalah untuk menjaga integritas dan kesatuan

negara.
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Pemerintah daerah mengacu kepada lembaga yang menjalankan pemerintahan
yang ada di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah disini dapat dikatakan

sebagai gubernur ditingkat provinsi dan bupati/wali kota ditingkat kabupaten.

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pemerintah desa adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama
lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk Desa



yang ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis:

Pemerintah desa ada ditengah masyarakat bertujuan untuk memecahkan
berbagal masalah yang menyambangi masyarakatnya, sebegai pemerinath desa
mereka juga harus mengerti dan peka akan situasi dan kondisi para penghuni
desa, sebagai pihak yang bisa diandalkan mereka juga hurus siap menerima
keluh kesah dari masyarakat. Karena itu masyarakat sebagal penentu siapa
pemimpin mereka, harus bijak dalam memilih, masyarakat harus memilih aktor
yang memiliki-etika yang baik, memiliki keterampilan yang efektif dan efesien
ataupun ynag mengerti akan manajemen pemerintahan dan memiliki kepekaan
sikap akan hal yang terjadi-dilingkungan masyarakat. Karena siapun pasti tidak
akan tau kapan akan terjadinya perubahan sosial yang cenderung yang akan
mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi pemerintah desa tidak
hanya memperhatikan. faktor efesien dan efektif.dalam menjalankan perannya
namun juga harus memperhatikan faktor keadilan dan ekonomis.

Pemerintah desa adalah perpanjang tanganan masyarakat desa dalam
melakukan berbagai strategi, baik strategi dalam mengalokasikan sumber daya
maupun dalam membangun dan menciptakan kesehateraan masyarakat desa.
dengan itu pemerintah desa harus menjalankan perannya dengan mewujudkan
langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa

yaitu dengan salah satunya membentuk badan usaha milik desa.
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Salah satu Sub sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh sebab itu desa memiliki hak
dan kewenangan dalam mengurus dan mengatur keperluan masyarakatnya.

Gambar I1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

SEKRETARIS DESA

I _
KEPALA KEPALA
DUSUN URUSAN
KEUANAGAN UMUM &
PERENCA
NAAN

PEMERIN

KEPALA DUSUN 1 KEPALA DUSUN 3

iy disay yejepe il udwnyo(]

RW 01

RW 02 RW 01

RTO1 | RT 01 | RT 02 | RT 01 RT 02 RT 01 RT 02
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4. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai organisasi yang menjalankan

kegiatan pengembangan ekonomi Desa yang dikelola secara berkeadilan,

berupa usa
Dalam ) 6 12 | Us: Badan Usaha Milik

Desa diman

(Adawiyah, 2018)

Menurut Sondang P Siagian pengembangan organisasi adalah
rangkaian konsep teknik dan alat dengan melakukan perencanaan jangka
panjang,yang menjadi perhatiaanya adalah pada hubungan kelompok
kerja dan diri sendiri yang berkaitan dengan perubahan yangbersifat

struktural.(Adawiyah, 2018)
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b. Pembangunan Desa

c. Pemberdayaan masyarakat Desa, dalam Undang — Undang Nomor 6

Tahun 2014 Pasal 126 yang didukung Peraturan Pemerintah Republik

ahun 2014 Te an Pelaksanaan yang

‘ "‘ "A‘\“ .es ukan Oleh
meFi , ‘g Daerah

w ’emberdayaan
Desa, Badan

a, Lembaga

S LUE

ha Milik Desa,

tar Desa, dan

Wana

pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur
sosial.
2. J. Ife: pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan

orang-oranglemah atau kurang beruntung.
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3. J. Rappaport: pemberdayaan merupakan suatu cara dengan

mana orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya

mampu menguasai(atau berkuasa atas) kehidupannya.

hal buruk, dan itu tergantung dari lingkungan yang sedang mempengaruhinya
untuk bertindak.
Menurut penjelasan Alam (2009), peran yaitu watak yang dibawakan oleh

aktor pada suatu pertunjukan pentas tertentu.
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Peran dalam ilmu sosial yaitu berupa kedudukan dan masyarakat, dimana
dengan  posisi yang didudukinya ini iya sedang  menjalankan

perannya.(Harobu,2019)

u, pemain.
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Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang
berdasarkan status dan fungsi sosial.

Menurut Dougherty dan Pritchard dalam baur (2003:55) Teori peran ini

memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi
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Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai
lawan dari perilaku atau tindakan.

Dewi wulan sari mengatakan bahwa peran itu berupa konsep tentang apa

mengenai si dan ilakt iha an d tidak berdiri

sendiri.

Q@.

2. Peranan adalah sua g apa yang dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagi organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Dalam bukunya soekanto juga mengatakan bahwa peran seseorang itu

dibedakan berdasarkan posisinya dimasyarakat, peran yang dimaksud merujuk
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pada penyesuaian diri, fungsi dan proses. Jika seseorang menduduki suatu posisi
maka dia sedang menjalankan perannya.

Soekanto juga mengatakan pengelompokan peran dibagi menjadi tiga

1. Peran akti gota kelompo perikan peran karena

PNl LESSSN by Y,

2.
‘@

a kelompok

atau sesuatu

‘,‘g\ﬁ\\ﬁ

'_\

A
o
>
B
o)
wn

T

<
-
™
>
[(e]
3
@D
>
(@]
D
>
g
QD
o
QD

arapan pertama

harapan kedua

T
)
®
)
5
3
@
S
c
=
c

menduduki suatu posisi bagaiman seharusnya dia bertindak

3. Pelaksanaan peran, melibatkan perilaku seseorang dalam menjalankan
perannya.

Teori peran (sarlito, wirawan sarwono. 2015) dibagi menjadi empat :

1. Kedudukan dalam berperilaku

2. Kaitan orang — orang dalam perilaku
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3. Perilaku yang muncul dalam interaksi
4. Orang — orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Pengelompokan Peran menurut Mintzberg :

. Penyelesai Ma

Bertanggung jawab
tidak terduga.

c. Pengalokasian Sumber Daya
Membuat dan menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang
signifikan.

d. Negosiator

Mewakili organisasi dalam bernegosiasi dan bertanggung jawab.

esuatu suatu gangguan penting yang

Peran juga dapat dikatan sebagi kedudukan, apabila seseorang sedang
menduduki suatu jabatan maka mereka sedang menjalankan perannya. Berbagai

banyak macam peran yang dilakukan manusia didalam kehidupannya, peran



mereka tersebut yang akan menentukan apa yang mereka lakukan dan mereka
juga yang bertanggung jawab atas peran yang mereka mainkan. Kepercayaan atas
suatu peran yang sedang dimainkan akan berdampak pada pergaulan hidup
mereka, maka karena itu mengambil suatu peran harus sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki, karena sebagai aktor yang bermain diatas panggung akan menjadi
pusat perhatian bagi orang banyak:

6. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dapat dikatan adalah sebagai bentuk pengakomodasian
pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, yang mana pemerintah disini
menjalankan perannya dengan kepekaan, kemampuan, keterampilan, kecakapan
dalam mengolah dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Mereka yang menduduki jabatan kepemerintahan berarti siap untuk menjalankan
perannya. Sebab peran berupa bentuk satu paket perilaku yang berkaitan dengan
posisi yang sedang diduduki dalam unit sosial.

Pemerintah desa sebagi pemanjang tanganan pemerintah pusat diberi tugas
untuk mengayomi, membina, dan melayanai masyarakat desa. Segala bentuk
kepentingan masyarakat pemerintah desa harus peka dalam menanganinya, sebab
pemerintah desalah yang paling dekat dengan masyarakat dan tempat yang paling
dekat untuk masyarakat mengadu. Pemerintah yang dimaksud yaitu Kepala Desa
beserta perangkat Desanya, Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala
dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah

desa, Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan
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pembangunan demi terciptanya kemakmuran, karena itu Perlu adanya peran
pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat.

maka peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010:32)

menentukan 8 3 ) ) dengan kata lain
pemerintah men an acuan da € ) strumen untuk
mengatur segala iata ‘j ‘- -L & aan 1 “g" Ryaas Rasyid
dalam Muhg l : 3=

Teori da Nugraha ah @' lasi yang dibuat

oleh pemeri

timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Contonya seperti Sebagai dinamisator
apa peran yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan. Atau dalam
subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinamisator adalah orang yang
berusaha untuk mengadakan perubahan- perubahan dalam pengembangan yang

dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di

masyarakat. Misalnya bagaimana mereka dapat menarik partisipasi masyarakat,
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misalnya dalam meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pengembangan Badan
usaha milik desa. Secara efektif dan itensif Pemerintah berperan memberikan

bimbingan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilkukan pemerintah dengan cara

adanya Tim pe /i didata ‘ an pelatihan kepada

. S5 'g%

Lobolo i terda ﬁ‘ oleh Pitana
" |

n, Muhadam

dan Gaya )5. ' ea alah angunan yang

intah berperan

dalam mew bangunan dan

untuk mem

Parsons, Jor an bahwa peran
pemerintah sebe gai acuan untuk
masyarakat dala oleh masyarakat itu
sendiri, ’Q ‘ adalah  memfasilitasi berbagai

kepentingan masyarakat dala

Aparatur desa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab dalam
menghendale semua permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya. Pemerintah
desa dan msyarakat harus bekerjasama dalam menciptakan pembangunan dan
masyarakat yang sejahtera. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk

menciptakan itu, oleh karena itu pemerintah desa harus memiliki kecakapan dalam
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sikap, keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai
pemimpin desa.

Pemerintah desa sebagai pemimpin memagang tanggung jawab utama atas

diambil juga
ah desa harus

esa yang sedang

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam negara. Jadi Pemerintah Desa
mempunyai hak kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab ataupun
wewenang nya untuk memajukan desanya. Seperti yang tertuang pada pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 126 yang

menyatakan bahwa pemerintah desa dan badan usaha milik desa juga
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berkewajiban dalam melaksankan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang
telah disebutkan dalam pasal 89 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa

hasil usaha badan usaha milik desa dapat dimanfaatkan yang salah satunya untuk

desa dan badan usaha

mampu arik pe 3 \ c ang  dir ainkan bagus,
sesuai yan
Tidak mude atispasi dalam

urusan desa N itu, sebagian

S

yada membantu

pemerintah li dilema pihak

tasaa

pemerintah

masyarakat sanga : i : asyarakat didalam

pemerintah desa harus ikut berperan dalam pengembangannya baik itu dari segi
pengawasan ataupun dari segi pendampingan agar Badan usaha milik desa ini

berjalan secara efektif dan efesien.
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1. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”oleh Ferdi Harobu Ubi Laru Agung

tas llmu Sosial dan

aimana peran

k Desa, yang

cara apa yang
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Menggunakan metode

penelitian kuantitai amaan penelitian ini adalah membahas isu
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Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yang membedakannya adalak
Lokasi penelitian, isu, dan strategi pengembangannya.

3. Skripsi yang Berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes) oleh Rohim, Progam Studi llmu Administrasi
Negara STIA Pembangunan Jember, 2018 dengan mennggunakan metode

penelitian kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama
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membahas Peran Pemerintah Desa sedangkan yang membedakannya adalah

bentuk peran pemerintah desanya, dan lokasi penelitian.

. Skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan




.~
=]
-
=
—
-3
o O
W-—'
& Z
= =
= 2
=)
=
< =
e =
iy -
L -

I\ disa

WP[S] S¢

n

EGULATOR

embuat aturan mengenai
mbentukan BUMDes

C. Kerangka Pikir

Gambar 11.2 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

\ N1V

wANNe

Muhadam
(2010:32)

Ryaas Rasyid dalam

Labolo

“*‘\\\

BUMDesa

ggunakan jasa
usaha BUMDesa dan membeli
hasil tanaman BUMDes

FASILITATOR

memfasilitasi dalam
menunjang kegiatan

sumber:modifikasi penelitian,2021
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D. Konsep Operasional
konsep-konsep yang akan penulis operasionalkan :

1. Regulasi dari Undang-undang No.6 Tahun 2014 dan Mengatur tentang

Desa yang kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan
keuangan saja, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa.

5. Peranan adalah suatu bentuk perilaku dimana jika seseorang itu melakukan

kewajiban ataupun haknya maka ia sedang menjalankan perannya



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

E. Operasional Variabel

Tabel 11.1 Konsep Oprasional Peran Pemerintah Desa Dalam
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo
entajo Raya Kabupaten Kua

menyiap
arah
menyeim

me(-:r.:;!ll;:tan enyediakan
peraturan- ___modal usaha
’ BUMDesa
peraturan.

Memfasilitasi
kegiatan
pendidikan  dan
pelatihan  untuk
pengurus
BUMDesa

Sumber:modifikasi penulis,2021
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BAB 111

METODE PENELITIAN

dari bupati terpilih Andi ajarannya, tidak hanya itu belakangan
ini bumdes telaga jernih ini juga membudidayakan cabe merah dan
adanya bidang lain yang ditambah yaitu pengelolaan jasa keuangan.

Tentunya yang diharapkan Badan Usaha Milik Desa ini dapat
berkembang dan dapat membuat sirkulasi ekonomi berjalan baik. Maka
dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam

pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini.
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2. Di Desa ini tempat penulis untuk mendapatkan data-data mengenai Badan
Usaha Milik Desa Pulau Komang.

C. Informan dan key informan

Informan ang dimanfaatkan
untuk m n. Adapun
yang me saha Milik
Desa Tel akat di Desa
Pulau Ko

key i g tidak hanya
bisa mem pi juga bisa
memberi sa iptakan sesuatu
terhadap su ormannya yaitu
Kepala Desa.

No. eterangan

1 ey informan

2 Informan

3 Informan

4 Informan

5 Informan

D. Teknik penentuan informan dan key informan

Peneliti menggunakan tehnik penarikan informan vyaitu tehnik penarikan
Purposive Sampling dikarenakan informan yang di ambil memiliki informasi yang
diperlukan untuk mengetahui masalah dalam penelitian penulis ini.dengan
melakukan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga

dapat membatasi sampel yang diperlukan (Sugiyono : 2016)
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E. Jenis dan Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang akurat dan failed dalam penelitian ini maka

jenis dan sumber data yang diperoleh adalah :

b. data-data peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan
penelitian.
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data yang di perlukandalam penelitian ini maka

penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:
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1. Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan
melalui komunikasi langsung dengan narasumber dalam proses tanya

jawab mengenai bahan penelitian, yang tentunya narasumber ini

rupakan teknik

karena teknik

data-data berupa file, dokumentasi, catatan, administrasi yang sesuai
dengan masalah dalam penelitiannya, dan data - data ini di dapat dari
lembaga yang di teliti dan merupakan data yang di peroleh dari arsip-
arsip dan dokumen-dokumen di lembaga tersebut,dan dokumennya bisa

berbentuk gambar, tulisan atau lain lain.
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G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan pengelompokan yang diamana nantinya data-data

tersebut akan di urutkan dan pada saat mengelolanya mempermudah untuk

mencari data-da ppokan dan nantinya

mudah - ‘ “\““ .9‘ ang di dapat

data yang ses ya setels alisis data-data
tersebut dan pe an i unakan me alita g dimana metode
ini mengha

proses yang



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.1 Tabel jadwal kegiatan penelitian Peran Pemerintah Desa
Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

N | Jenis Bulan-.dan Minggu Tahun_2021— 2022
0 | Kegiatar Maret- July- Oktober — | Januari = — | -Maret  — |\ . . . Ket
Juni September | Desember | Februari April
Persiapan
1 | penyusunan
UP
2 | Seminar UP
3 Perbaikan
UP
Pengurusan
rekomendasi
4 1
penelitian
(riset)
Penelitian
5
Lapangan
Penelitian
6 | dan analisis
data
Penyusunan
7 laporan
Peneltian
(Skripsi)
Konsultasi
8 | Perbaikan
Skripsi
9 | Ujian Skripsi
1 Refisi  dan
Pengesahan
0 e
skripsi
Penggandaan
1 | serta
1 | Penyerahan
skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

hulu, yang yupaten k erdasarkan Undang

— unda ahun 2003 Ko antan dan luas
7.656,03 km”. Batas wilayah adn ' ‘: - g an Singingi adalah
sebagai

Sebelah

2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Hulu Kuantan
4. Kecamatan Pucuk Rantau
5. Kecamatan Singingi

6. Kecamatan Singingi Hilir

7. Kecamatan Kuantan Tengah
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8. Kecamatan Sentajo Raya
9. Kecamatan Benai

10. Kecamatan Kuantan Hilir

Teluk kuantan ke baserah : 36kn
10. Teluk kuantan ke koto rajo : 45km
11. Teluk kuantan ke pangean : 30km
12. Teluk kuantan ke cerenti : 60km
13. Teluk kuantan ke inuman : 47km

14. Teluk kuantan ke perhentian luas : 48km
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Kabupaten kuantan singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara
maksimal berkisar antara 32,6° celsius - 36,5° celsius dan suhu minimum

berkisar antara 19,2° celsius - 22° celsius.

. Kecamatan

kec S kabupaten

kuan i Wnﬁmﬁﬂ? merupakan
W = m"%{,& |

pengg b\é atan kuantan
tengah t e mpunyai luas

wilayah %

Tabel | esa Di Dikecam

LL RN
r

i

Pulau K jo
Muaro S Ray:
Koto Sen

Kampung Bar

Pulau Kop

Teratak Air

Seberang Ter <

Parit Teratak Al

Jalur Patah t a

Geringing Baru aya

Marsawa tajo Raya

Langsat Hulu Sentajo Raya

Muara Langsat Sentajo Raya

Geringging Jaya Sentajo Raya

. Desa Pulau Komang Sentajo

Letak geografi Desa Pulau Komang Sentajo
Sebelah timur  : berbatasan dengan Desa Kopah Dan Pulau Kopung

Sebelah selatan  : berbatasan dengan Desa Sawah
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Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Beringin Taluk

Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Muaro Sentajo

Penduduk : Desa Pulau Komang Sentajo dihuni oleh Masyarakat dengan

lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan

BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana


https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa_(Indonesia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa_(Indonesia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Modal
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana

yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dasar hukum«pendirian' Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
undang-undang ini, pemerintah, desa‘dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik
Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah
satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan
ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan
kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa yang direncanakan oleh pemrintah adalah adanya pendapatan asli
yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya
adalah peningkatan jumlah“pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta
penurunan tingkat kemiskinan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan
pengeleolaan selama pendirian. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh
pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya
diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian Badan

Usaha Milik Desa diprakarsai olen pemerintah pusat. Pengelolaan Badan Usaha


https://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah

Milik Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa
dikelola hingga taraf hidup masyarakat meningkat secara ekonomi. Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintahan desa dalam penyelenggaraan_pemerintahan. Selain itu, hasil Badan
Usaha Milik Desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan  usaha dan
pemberdayaan masyarakat desa:

Pendirian dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan musyawarah
bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa. Dalam- pengelolaannya,
Badan Usaha Milik Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu
sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi
pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial,
sedangkan fungsi sebagai [lembaga komersial, adalah untuk mengembangkan
sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis
usaha dasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa meliputi bidang jasa,
penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah
tangga. Usaha dasar ini~ dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
kemampuan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus sesuai dengan
peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurusi urusan
pedesaan.

Dalam mengelola badan usaha milik desa tidak semerta- merta yang berperan
pemerintah desa saja tetapi disini juga dibutuhkan pasrtisipasi masyarakat untuk

terciptanya badan usaha mlik desa yang berjalan secara efektif dan efesien.
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Pengelelolaan badan usaha milik desa membutuhkn aktor — aktor yang memiliki
keterampilan yang mampuni. Badan wusaha milik desa membutuhkan

perkembangan secara berkelanjutan, karena dengan kata lain bumdesa merupakan

micu perhatian

2untungan secara

stabil 2 keberlangsungan

untuk BU
Badan usaha m n kemandirian ekonomi
desa, dengan harapan dap atan asli desa, jika pendapatan

asli desa dapat meningkat maka desa tersebut akan mnejadi maju. Dampak positif
ini tidak hanya dinikmati oleh pemeintah desa ataupun pengurus BUMDesa saja
akan tetapi mayarakat juga akan menikmati hasilnya. Maka dari itu pemerintah
desa dan masyarakat harus bekerjasama dalam membangun desa.

Pembangunan dari desa ke kota bertujuan untuk menciptakan kemandirian

ekonomi, hal yang bisa dilakukan Desa yaitu menggerakan sektor- sektor strategi



ekonomi domestik. Pendirian badan usaha milik desa membutuhkan pemikiran
dan kesiapan yang matang, tidak semata — mata hanya untuk berdiri saja dan
kemudian mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Provinsi. Sekarang ini
begitu banyak bantuan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk
BUMDesa, namun begitu banyak pula BUMDesa yang tidak bergerak bahkan
setelah bantuan dana diberikan-olel Pemerintah Provinsi, Pemerintah desa belum
memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi.

Tujuan Pemerintah Provinsi menyalurkan dana untuk BUMDesa adalah untuk
membangun indonesia maka dari itu awal pembangunannya dimulai dari desa.
salah satu yang bisa dilakukan desa untuk menciptakan pembangunan yang maju
adalah membentuk BUMDesa, karena salah satu fungsi BUMDesa yaitu dapat
meningkatkan pendapatan asli desa. jika pendapatan asli desa dapat berjalan
meningkat otomatis kehidupan masyarakat juga ikut berdampak baik. Pendirian
BUMDesa modal awalnya bisa dari pemerintah desa dan juga bisa dari bantuan
pemerintah provinsi.-Maka dari itu setelah diberikan modal usaha BUMDesa ini
jangan sampai tidak bergerak, dana yang diberikan cukup banyak untuk
memulainya dan para aktor-desa.jangan ada korupsi. Yang akan menikmati hasil
dari berkembangnya BUMDesa ini adalah kita sebagai masyarakat.

Badan usaha milik desa telaga jernih desa pulau komang ini bisa dikatakan
badan usaha yang sedang dalam tahap berkembang, yang mana badan usaha milik
desa ini dibentuk pada akhir tahun 2018 dengan jenis usaha pertamanya adalah
budidaya bawang merah dan jasa penyewaan tenda.usaha budidaya bawang merah

panen perdana pada tahun 2020 yang langsung diapresiasi oleh pak Andi putra
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selaku ketua DPRD kuantan singingi. Usaha budidaya bawang merah hanya

berlangsung selama kurang lebih 2 tahun saja, sehingga pada tahun 2021 budidaya

bawang merah tidak berjalan lagi dan diganti dengan budidaya cabe merah.

Sekretaris

Penasehat

Bendahara

Ka. Unit Usaha

Ka. Unit Usaha

Ka. Unit Usaha

Sumber: BUMDes Telaga Jernih

Fungsi dan tugas Organisasi

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:




1. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa berwenang:

a.

b.
C.

>

menetapkan pendirian BUM Desa

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya
membahas«“dan memutuskan jumlah_.pengorganisasian, hak dan
kewajiban, . serta kewenangan-pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan pada BUM Desa

mernbahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM
Desa

mengangkat dan memherhentikanisecara tetap pelaksana operasional
BUM Desa

mengangkat pengawas BUM Desa

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa

memberikan persetujuan atas perryertaan modal pada BUM Desa
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dcngan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ dengan nilai
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa

. menetapkan tujuan penggunaan laba hersin BUM Desa

memutuskan penugasan /Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan
kegiatan tertentu

memutuskan penutupan Unit usaha BUM Desa

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa
menerima laporan tahunan BUM Desa bersama dan menyatakan
pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas

membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan
Aset BUM Desa

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
dalam hai terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur
kesengajaan atau kelalaian

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, danf atau pengawas tidak
menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban
memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu



v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha
BUM Desa

w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian

X. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan.audit iuvestigatif dalam hal terctapat inCikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

2. Penasihat

a. Memberikan masukan-dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUMDesa.

b. “Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah desa

c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM
Desa sesuai dengar Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga

d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa

e. Bersama pengawas, menelaah laporarr tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa.

f. Memberikan pertirnbangarrdalampengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan rurnah tangga dan/atau
keputusan Musyawarah Desa.

g. Memberikan saran_dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa “Sesuai dengan Anggaran Dasar,
anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa

h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran
rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa

3. Pelaksana operasional

a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM
Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan
tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar
pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa,
keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang
— undangan

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan
pengawas



menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha RUM
Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat

menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyanrarah
Desa

bersama . dengan penasihat dan pengawas, -menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencaila kegiatan dan kebutuhan

dalam rangka perencanaan “penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

4. Pengawas

a.

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengursan dan jalannya
pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan
peraturan perundang — undangan

mclakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa
menyampaikan laperan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa

melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
penasihat

bersama dengan penasihat, menelaah rencana program Kkerja yang
diajukan  dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
musyawarah desa

bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa

bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musvawarah Desa
memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan
dalam musyawarah Desa.

5. Pegawai BUMDesa yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan pegawai
lainnya bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana
Operasional
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Key Informan dan Informan

penelitian ini

Tabel V.2 Identitas informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Jenis Kelamin Jumlah
1. | Laki-laki 3
2 Perempuan 2

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021
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3. ldentitas Key Informan Berdasarkan Umur
Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas Key

Informan penelitian berdasarkan umur.

Tabel form mur
¢ \\\Q@ﬁﬁﬁ Lapanigan 20 »
4. t orm
r identitas Informan
p r
T rlfor : er@
r Z '- J.lJr:flié
0 Ta
S ik
B. Peran Peme esa ANBP- Pulau Komang
Sentajo K ngingi.
Dalam hal gi 3 i an pemerintah desa
dalam pengembagan entajo Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan singin i tahap/proses berkembang dan

berharap setelah ini akan lebih dioptimalkan lagi sehingga BUMDes tersebut
dalam tahap berkembang menuju tahap maju ataupun yang lebih baik lagi.
Pengembangan BUMDes sendiri dilakukan oleh pemerintah desa dan
didukung oleh pihak-pihak lainnya sehingga BUMDes tersebut dapat berdampak
positif bagi masyarakat dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten
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Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 sesuai dengan Undang- undang Desa
Tugas, wewenang dan fungsi Pemerintah Desa adalah Dalam melaksanakan tugas

Kepala Desa mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu membina

Pk
.
/

Vo
v

indikator Membuat a

Wawancara yang penulis lakukan mengenai indikator Regulator tersebut,
bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Pulau Komang Sentajo pada
tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo,

Beliau mengatakan Bahwa:



“padan usaha milik desa telaga jernih ini dibentuk pada akhir tahun
2018. Namun kami baru menjalankan usahanya ditahun 2020. aturan
dalam menjalankan BUMDes sudah diatur, hal tersebut sudah
mengatur semua hal yang menyangkut Pembentukan BUMDes dan
lain-lain yang menyangkut BUMDes kita” usaha yang kami jalankan
ada usaha peratanian holtikultura budidaya.bawang merah/budidaya
cabe merah, dan unitjasa penyewaan tenda.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai pertanyaan
yang sama dengan bapak Ade:Putra, S, ST selaku Sekretaris Desa Pulau
Komang Sentajo- ‘yang dilakukan pada tanggan 16 .Desember 2022
Bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau Mengatakan
Bahwa:
“aturan-aturan sudah ada ditetapkan, kami sebagai pemerintah desa
mencantum aturan mengenai penanaman modal BUMDesanya dan itu
nanti.nya kami musyawarahkan dengan pengurus BUMDesa.
Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas
Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes Pulau Komang.Sentajo dan beliau
mengatakan bahwa:
“untuk paturan mengenai Bumdesa itu ada seperti dalam segi
penetapan modal pada Bumdesanya dan aturan — aturan yang lainnya
untuk prngurus BUMDesa
Selain itu, penulis*juga melakukan wawancara dengan Popi selaku
Perangkat Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:
“peraturan untuk Bumdesa pulau komang sudah ada dibuat yang
tercantum pada peraturan desa. bumdesa ini sekarang bergerak
dibidang budidaya cabe merah, awalnya bumdesa kami budidaya
bawang merah namun sekarang sudah dihentikan. Selain itu juga ada

usaha jasa penyewaan tenda”

Penulis juga melakukan wawancara dengan ica selaku masyarakat Desa
pulau komang



“peraturan untuk bumdesa yang dibuat oleh pemerintah desa pulau
komang sudah cukup baik
Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha
Milik desa telaga jernih Desa pulau komang ini telah dibentuk pada akhir
tahun 2018 dengan usaha pertanian holtikultura budidaya bawang merah/cabe
dan-unit jasa penyewaan tenda. Namun usahanya baru dijalankan pada tahun
2020. dan telah ada peraturantpembentukan badan usaha milik desa telaga
jernih ini yang salah satu isinya mengenai penetapan modal usaha dalam
badan usaha milik desa.
Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan peraturan pembentukan
Badan Usaha Milik Desa telaga jernih desa pulau komang sentajo ini sudah
tercantum.pada berita acara persetujuan bersama kepala desa dan Ketua
Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang Sentajo. Namun mengenai
penetapan modal tidak tercantum  diperaturannya.~ Penetapan modal
disebutkan pada laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa
telaga jernih. Mengenai penetapan modal usaha ada yang menyebutkan modal
awalnya Rp.167.000.000 namun yang disebutkan dalam laporan pertanggung
jawaban Badan Usaha Milik Desa Rp..207.105.000.000. Pada tahun 2021
usaha pertanian holtikultura budidaya bawang merah telah dihentikan.
2. Dinamisator
pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kamus besar bahasa indonesia
adalah yang menjadikan dinamika, hal, ataupun benda yang menyebabkan
timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Contonya seperti Sebagai dinamisator

apa peran yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan. Atau dalam



subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinamisator adalah orang yang
berusaha untuk mengadakan perubahan- perubahan dalam pengembangan yang
dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di
masyarakat. Misalnya bagaimana mereka dapat menarik partisipasi masyarakat,
misalnya dalam meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pengembangan Badan
usaha milik desa

Untuk melihat peran pemerinath Desa sebagai Dinamisator dalam pengembangan
Badan Usaha Milik Desa penulis uraikan dalam beberapa sub indikator sebagali
berikut :

a. Memberikan bimbingan bagi pengurus BUMDesa untuk meningkatkan
kinerja pengurus bumdesa dalam mengelola usaha.

b. Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
BUMDesa. Dengan menawarkan hasil usaha budidaya cabe merah dan
unit jasa penyewaan tenda dengan harga murah.

Berdasarkan ' Wawancara yang dilakukan penulis. mengenai indikator
Dinamisator tersebut, bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Pulau Komang
Sentajo pada tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang
Sentajo, Beliau mengatakan Bahwa:

“kami pihak pemerintah desa mendatangkan pembimbing yang sudah
memiliki keahlian dibidang pertanian. Kami mendatangkan pihak dari
PT.agrosid. Kami juga akan mengontrol jalan kegiatan bumdesa pulau
komang ini..

Namun untuk menarik perhatian masyarakat pulau komang ini lumayan
susah, mereka masih dilingkungan masyarakat yang berkelompok-
kelompok, mereka hanya bergaul dengan kelompok mereka saja. Maka
dari itu masih sulit untuk mengajak mereka dalam melakukan kegiatan

sosialisasi, dan sampai saat ini kami akan tetap berusaha untuk menarik
perhatian mereka untuk membeli hasil tanam Bumdesa Pulau Komang



Sentajo, dan mennggunakan Jasa Penyewaan Tenda milik Bumdesa kita.
Sejauh ini minat masyarakat sudah lumayan baik. Bumdesa kita ini masih
dikatakan dalam tahap berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan
yang sama dengan bapak Ade Putra, S, ST selaku Sekretaris Desa Pulau Komang
Sentajo yang dilakukan pada tanggan 16 Desember 2022 Bertempat di Kantor
Desa Pulau Komang Sentajo,Beliau Mengatakan Bahwa:

“pelatihan-pelatihan ada dilakukan dan diikuti oleh pihak BUMDes dan
masyarakat pulau komang Sentajo. Pihak pengurus BUMDesa mengikuti
pelatihan pengurus BUMDesa se Kabupaten yang diadakan di Pekanbaru
selama 2 hari 1 malam limu yang di dapat akan di sosialisasikan lagi
kemasyarakat dan didalam kegiatan sosialisasi ini  kami
akan berusaha menarik perhatian masyarakat. agar beralih menggunakan
jasa ataupun membeli hasil tanam bumdesa pulau komang sentajo.

Kami menarik perhatian masyarakat agar membeli dan menggunakan jasa
yang disediakan oleh BUMDesa dengan cara menawarkan hasil tanam
dijual dengan harga rendah dari harga pasar dan terkait usaha jasa tenda
peralatan kami masih sedikit dan kalau sudah ada tambahan modalnya
nanti rencana kami akan menambah sound.system.”

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas
Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes Pulau Komang Sentajo dan beliau
mengatakan bahwa:

“kami mengikuti pelatihan dan Selain pelatihan, kami pun mengadakan
Sosialisasi untuk masyarvakat desa.”

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Popi selaku Perangkat
Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa mendatangkan pembimbing untuk membimbing
pengurus BUMDesa dan masyrakat yang mau ikut serta dalam
mengelola usaha Budidaya cabe merah/bawang merah, pembimbingnya
dari PT. Agrosid yang ahli dibidang Pertanian.” Dan nantinya
masyarakat ini akan diberi upah dengan hitungan harian.



Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat
terhadap indikator dinamisator dan beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat, kami hanya mengikuti sosialisasi kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan BUMDes. Untuk hasil.yang dikelola BUMDesa ini

ketika hasil panen tiba-Pemerintah Desa yang mengelola hasil BUMDesa

menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi

seperti dipasar, dan kami juga menyarankan agar hasil tanamannya
ditambah sesuai kebutuhan masyarakat”

Berdasarkan uraian_wawancara diatas dijelaskan bahwa pemerintah desa
mendatangkan pembimbing dari PT.agrosid yang ahli dalam bidang pertanian
untuk membimbing pengurus badan usaha milik desa dalam pengelolaaan
budidaya bawang merah/cabe. Untuk unit usaha penyewaan tenda masih
mengalami kendala dalam permodalannya. Seperti belum ada nya modal dalam
penambahan sound syistem. Kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan usaha badan
usaha milk desa telaga jernih sulit untuk dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkanhasil observasi. peneliti, dilapangan bahwa = kinerja pengurus
BUMDes dalam pengelolaan pertanian holtikultura budidaya cabe merah sudah
dilakukan secara’ berkelanjutan dengan- adanya pemberian dan keikutsertaan
Pengurus BUMDesa dalam mengikuti bimbingan.dan selain itu, pengurus juga
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan kegiatan yang akan
dilakukan oleh BUMDes. Namun permasalahannya disini hanya beberapa
masyarakat yang mau ikut serta dalam kegiatan sosialisasi. Dan sebagian
masyarakat juga tidak tau mengenai usaha yang dijalankan badan usaha milik
desa telaga jernih ini. Cara pemerintah desa dalam menarik partisipasi masyarakat
untuk perkembangan usaha badan usaha milik desa telaga jernih ini adalah dengan

menjual dan menawarkan hasil tanam cabe merah dengan harga murah dan tidak
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hanya itu pemerintah desa juga melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan
sentajo raya untuk mengenalkan usaha Badan usaha milik desa telaga jernih desa

pulau komang.

3. Fasilitator.

sesuatu ya
dapat berup:

Peran
kondusif bagi pe naan pembangunt je berbagai macam

kepentingan

desa.
Untuk melihat pera or dalam pengembangan
Badan Usaha Milik Desa T an o sub indikator sebagai yang

memfasilitasi untuk menunjang kegiatan BUMDesa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai indikator
Fasilitator tersebut, bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Komang Sentajo
pada tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo,
Beliau mengatakan Bahwa:

“fasilitas yang kami sediakan sebagai pemerintah desa ya menyediakan
modal, menyediakan lahan, kami menyewa lahan masyarakat sini untuk



pertanian dan juga kami memfasilitasi untuk pengurus bumdesa yang
mengikuti pelatihan — pelatihan nanti sebentar lagi pengurus BUMDesa
juga akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pekanbaru.

Namun yang belum ada sekarang kantor BUMDesanya. Pengurus
BUMDesa dan masyarakat yang mau membantu dalam mengelola usaha
budididaya bawang merah/cabe nanti kamiw.akan memberikan upah
dengan sistem harian-orang Kkerja,.upah yang diberikan disesuaikan
dengan pekerjaannya. Upah yang diterima 35rb sampai 200rb per hari

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan
yang sama dengan bapak.Ade Putra,R,ST selaku Sekretaris Desa Pulau Komang
Sentajo yang.dilakukan pada tanggan 16 Desember 2022 Bertempat di Kantor
Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau Mengatakan Bahwa:

“pemerintah desa menyediakan modal, dan lahan pertanian. untuk
sekarang kami belum memiliki kantor sendiri.”

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas
Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes BUMDes Pulau Komang Sentajo dan

beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian bantuan modal, pelatihan dalam rangka meningatkan
keterampilan anggota BUMDes sudah dilakukan, dan memberikan
bantuan-bantuan  alat-alat untuk BUMDes dalam menjalankan
kegiatannya.™

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Popi selaku Perangkat
Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa memfaslitasi akomodasi untuk orang- orang yang pergi
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan dipekanbaru”

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat
terhadap indikator Fasilitator dan beliau mengatakan bahwa:

“dari BUMDes menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan
yang dilaksanakan”



Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa pemerintah desa
menyediakan lahan untuk budidaya bawang merah/cabe, menyediakan dan
memberikan modal usaha untuk BUMDesa, dan memfasililitasi kegiatan
pendidikan dan latihan yang diikuti oleh pengurus BUMDesa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa pemerintaha desa
bukan sebagai penyedia lahan-untuk ‘pengelolaan usaha budidaya bawang/cabe
merah, melainkan pihak pemerintah desa dan pihak BUMDes menyewa lahan
masyarakat untuk budidaya bawang merah/cabe merah. - Pemerintah desa
memfasilitasi akomodasi untuk dalam pelaksanaan Kkegiatan pendidikan dan
latihan yang diikuti pada Bulan Desember tahun 2021 di Hotel furaya pekanbaru.
Dengan Tema pelatihan dan tata kelola BUMDesa yang ditujukan untuk peseta
kegiatan. Seperti memfasilitasi biaya transportasi, biaya penginapan dan lain
sebagainya, belum tersedianya kantor sendiri untuk badan usaha milik desa telaga
jernih, padahal disebutkan didalam rancangan peraturan desa mengenai
pembentukan badan usaha milik desa pada Bab Ill Pasal 14 pelayanan dilakukan
di kantor badan usaha milik desa sedangkan kantor Badan usaha milik desa ini
belum ada. Dan pemerintah desa memfasilitasi modal usaha Badan usaha milik
desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja desa.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam
mengembangkan BUMDesa pulau komang Sentajo kecamatan Sentajo
raya kabupaten kuantan singingi.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pihak-

pihak yang berkaitan peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes
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pulau komang sentajo ini dalam tahap perkembangan. Yang artinya dalam

prosesnya harus banyak perbaikan dan pengawasan dari pemerintah desa yang

cukup ekstra sehingga BUMDes tersebut berjalan ke tahap kemajuan dan

sialisasi, oleh
aan dan usaha
ang Sentajo.

aha BUMDesa
esa ini dapat

Sendiri dan usaha



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB VI

PENUTUP

ini penulis

akan di

pengemban
1. Peran Pemeri ! yagai | ada embuat kebijakan

a BPD. Namun

dalam rancangan peraturan desa tentang pembentukan badan usaha milik
desa yang menyatakan bahwa hari buka/pelayanan dikantor BUMDesa 5
(lima) hari satu minggu dalam hal memberikan pelayanan kepada
masyarakat namun fakta dilapangan BUMDesa telaga jernih Desa Pulau
Komang Sentajo ini belum memiliki Kantor. Dapat dikatakan bahwa

belum efektifnya Pemerintah Desa dalam membuat peraturan.



2. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator adalah menggerakan
partisipasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menggembangkan
BUMDesa dan memberikan bimbingan khusus kepada pengurus
BUMDesa« dalam' rangka_meningkatkan kemampuan untuk mengelola
BUMDesa dan atau dalam pengelolaan usaha BUMDesa. Dalam hal ini
minimnya usaha pemerintah ‘dalam’ menggerakan partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam pengembangan BUMDesa, hal ini terlihat dari
kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi oleh
sebab itu sebagian masyarakat tidak tau mengenai usaha yang dijalankan
BUMDesa telaga jernih. Untuk pemberian bimbingan kepada pengurus
BUMDesa dalam pengelolaan budidaya bawang merah/cabe pemerintah
desa mendatangkan pembimbing dari PT. Agrosid yang ahli dalam bidang
pertanian, dan Pengurus Bumdesa telah mengikuti bimbingan itu.

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator adalah sebagai penyedia modal
usaha BUMDesa, Pemerintah desa memfasilitasi akomodasi untuk dalam
pelaksanaan 'kegiatan pendidikan dan latihan yang diikuti pada Bulan
Desember tahun 2021 di Hotel*furaya pekanbaru. Dengan Tema pelatihan
dan tata kelola BUMDesa, Seperti memfasilitasi biaya transportasi, biaya
penginapan dan lain sebagainya.

BUMDesa Telaga Jernih ini dapat dikatakan dalam tahap perkembangan.

Masih banyak yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BUMDesa
khususnya untuk memajukan BUMDes pulau komang sentajo kecamatan sentajo

raya kabupaten kuantan singingi.
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Keberadaan pemerintah desa sesunguhnya merupakan hal yang sangat
penting bagi masyarakat di desa itu, yang mana pemerintah desa ini perpanjang

tanganan masyarakat desa atas segala sesuatu yang mereka butuhkan, misalnya

1a Cara agar

desa perlu

ﬁ! menciptakan
ata.
erintah desa,

erupakan salah

L CCEY

SAHRA

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa.
B. Saran-Saran
1. Sebaiknya BUMDes meningkatkan kualitas sehingga dapat
melaksanakan kegiatan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang

akan dicapai.
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. Sebaiknya Pemerintah Desa meningkatkan pengawasan terhadap

kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh BUMDes sehingga berjalan

optimal dna berjalan secara berkelanjutan.

n._perencanaan Yyang

- ‘l ST
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